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ABSTRAK 

Annisa Rachman, 201710115056. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA 

TENTANG PROSTITUSI ONLINE TERHADAP ANAK. 

 

  Masalah prostitusi adalah permasalahan mendasar yang terjadi dalam 
masyarakat adalah masih memahami masalah prostitusi sebagai masalah 

moral. Apalagi saat ini, di Indonesia bukan hanya menghadapi bahaya 

prostitusi yang dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga prostitusi yang 

dilakukan oleh anak. Prostitusi merupakan salah satu bentuk dari eksploitasi 

anak yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena sifatnya yang 

eksploitatif, baik dalam proses penarikan anak-anak ke dalam dunia pelacuran 

yang berdampak terhadap perkembangan fisik, mental dan moral anak. Oleh 

sebab itu kegiatan ini memerlukan perhatian dan penanganan serius dan 

menyeluruh dari berbagai aspek seperti moral, sosial, budaya, hukum, atau 

norma adat dan lainnya dengan memerhatikan pentingnya kebijakan hukum 

pidana usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar 

sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu di dalam kasus prostitusi online.  

Penelitian ini bertujuan untuk menjamin hak-hak anak yang terdapat pada 
Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, terutama 

perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara seksual atau secara 

ekonomi dalam bentuk prostitusi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

metode penelitian yuridis normatif dimana bahan yang dikaji bersumber pada 

peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta pendapat para ahli. 

Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa Hasil dari penelitian ini 

menyebutkan bahwa persoalan penerapan pelaksanaan atauran hukum yang telah 

dilaksanakan disejumlah tiap wilahayah Indonesia belum diterapkan dengan baik 

sesuai dengan Undang-Undang yang telah diberlakukan apalagi dalam praktik 

penegakan hukumya dianggap masih belum bisa memenuhi hak-hak pada anak yang 

dieskploitasi secara seksual dalam bentuk prostitusi. Karena aturan di Indonesia 

mengenai hal ini masih terbilang ringan sanksinya jika dibandingkan dengan negara 

lain, selain itu kebijakan aturan hukumnya tidak secara spesifik mengatur soal prostitusi 

yang dimana lebih banyak menjelaskan mucikarinya saja bukan pelaku-pelaku lainnya 

dan serta kurangnya dukungan pada masyarakat dalam membantu pihak kepolisian 

menanggulangi prostitusi yang marak terjadi di Indonesia.  

 

Kata Kunci : kebijakan hukum, prostitusi online, anak. 
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ABSTRACT 

Annisa Rachman, 201710115056. CRIMINAL LAW POLICY 

CONCERNING ONLINE PROSTITUTION AGAINST CHILDREN. 

 

The problem of prostitution is a fundamental problem that occurs in society is 

still understanding the problem of prostitution as a moral problem. Especially 

at this time, in Indonesia not only face the dangers of prostitution perpetrated 

by adults, but also prostitution perpetrated by children. Prostitution is a form 

of exploitation of children which is a violation of human rights because of its 

exploitative nature, both in the process of withdrawing children into the world 

of prostitution which has an impact on the physical, mental and moral 

development of children. Therefore, this activity requires serious and 

comprehensive attention and handling from various aspects such as moral, 

social, cultural, legal, or customary norms and others by taking into account 

the importance of criminal law policies in efforts to realize criminal laws and 

regulations to suit the circumstances at a certain time. in the case of online 

prostitution. 

This study aims to guarantee the rights of children contained in Law no. 17 of 

2016 concerning Child Protection, especially special protection for children 

who are sexually or economically exploited in the form of prostitution. In this 

study the author uses a normative juridical research method where the material 

studied is sourced from laws and regulations, books, and expert opinions. 

The results of this study state that the results of this study state that the problem 

of implementing the implementation of the legal rules that have been 

implemented in a number of each territory of Indonesia has not been 

implemented properly in accordance with the laws that have been enacted, 

especially in practice law enforcement is considered still unable to fulfill the 

rights of children who are sexually exploited in the form of prostitution. Because 

the rules in Indonesia regarding this matter are still relatively light in sanctions 

when compared to other countries, besides that, the policy of the rule of law 

does not specifically regulate the issue of prostitution which explains more 

about the pimps, not other actors and also the lack of support for the community 

in helping the police tackling prostitution that is rampant in Indonesia. 

Keywords: legal policy, online prostitution, children 
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